SALINAN

WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR
47 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN

Menimbang :

Mengingat :

PENDIDIKAN DI KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota

C.

1.

Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan, terutama mengenai tata cara penyelenggaraan
dan pengelolaan pendidikan, telah ditetapkan Peraturan
Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota
Surabaya sebagaimana telah diubah kedua kali dengan
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota
tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di
Kota Surabaya;

bahwa dalam rangka optimalisasi izin operasional
pelaksanaan Penyelenggaraan dan Pengelolaan
Pendidikan di Kota Surabaya, maka Peraturan Walikota
Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 sebagaimana telah
diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya
Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan dan
Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota
Surabaya.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965
Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);



Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4430);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana
telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 237 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4014);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah
diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4941);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 510595)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5157);



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun
2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun
2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006
tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 6 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun
2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah,;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun
2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah,;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun
2007 tentang Standar Isi Program Paket A, Program Paket B
dan Program Paket C;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun
2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan
Kompetensi Guru;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun
2007 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang
Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan dalam Proses
Pembelajaran;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana,;



28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008
tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program
Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun
2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang
Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan
Dan/Atau Bakat Istimewa,;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar
di Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22
Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar
Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 9355);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6
Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala
Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 486);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13
Tahun 2018 tentang Badan  Akreditasi Nasional
Sekolah/Madrasah Dan Badan  Akreditasi Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 577);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2012 Nomor 16 Tambahan Lembaran
Daerah Kota Surabaya Nomor 15);

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun
2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota
Surabaya Nomor 10);

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pendidikan Di
Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013
Nomor 47) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor
47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan
Pendidikan Di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota
Surabaya Tahun 2020 Nomor 58).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 47
TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
PENGELOLAAN PENDIDIKAN DI KOTA SURABAYA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya
Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan
Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota
Surabaya Tahun 2013 Nomor 47), sebagaimana telah diubah
kedua kali dengan Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya
Nomor 47 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelenggaraan dan
Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota
Surabaya Tahun 2020 Nomor 58) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 69 ditambahkan 1 (satu) ayat baru setelah
ayat (7), sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

(1) Setiap pembukaan TK, SD, SMP, dan satuan pendidikan
nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat, wajib
memiliki izin penyelenggaraan pendidikan dari Walikota.

(2) Walikota melimpahkan kewenangan pemberian izin
penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Pendidikan.

(3) Setiap satuan pendidikan dilarang melaksanakan
kegiatan pembelajaran apabila tidak mempunyai izin
penyelenggaraan pendidikan.

(4) Izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi:

a.lzin prinsip penyelenggaraan pendidikan;
b.Izin operasional penyelenggaraan pendidikan.

(5) Izin prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf a, berlaku untuk jangka
waktu 2 (dua) tahun.

(6) Izin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b berlaku selama
penyelenggaraan pendidikan berlangsung sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus
melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;

b. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus
melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;



(7)

(8)

c. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus
melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;

d. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus
melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun.

Izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan dengan
cara dan/atau dalam bentuk apapun.

Izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan secara online melalui
https:/ /pelayanan.dispendik.surabaya.go.id.

. Ketentuan setelah Bagian Kelima ditambahkan 1 (satu) Bagian

baru yaitu, Bagian Keenam dan Pasal 73A, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Bagian Keenam
Pembiayaan

Pasal 73A

Penerbitan Izin penyelenggaraan pendidikan yang terdiri dari
izin prinsip dan izin operasional tidak dipungut biaya
(gratis).

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Surabaya.

Diundangkan di

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 16 Agustus 2021

WALIKOTA SURABAYA,
ttd

ERI CAHYADI



Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 16 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,
ttd
HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021 NOMOR 57




